GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR & & TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST SER’I‘A TATA:: S
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK i

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gabamur Nomor 68' S
Tahun 2017 telah ditetapkan: Pembentukan Susunan-iit'_-.._-:i-"' .
Organisasi, Tugas dan Funcsz,_serta Tata: Kerja Umt:'-"-_f i
Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provmm Kahmania_nf
Barat; :
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d'_;;f i
Peraturan Menteri Dalam Négeri Normor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan . I&lasxﬁkasrt Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana: Tekms Daelah menyehutkaﬁ
bahwa kriteria pembentukan UPTD vamsl yafm
tersedianya sumber daya- yang mehputz pegawa;,
pembiayaan, sarana dan pragarana ' o

bahwa dalam rangka efisiensi dan | efekhmtas =
pelaksanaan tugas dan fung31 di ’i:sldag‘ig reha’b111tas1
sosial anak dan tuna sosial, perlu dﬂai{ukan evaluasi
terhadap Unit Pelaksana ‘Teknis Paﬂtz Sos:xai Anak____ B
Provinsi Kalimantan Barat, untuk ity Peraturanf
Gubernur Nomor 68 Tahun 2017, peﬂu dlganti o
bahwa  berdasarkan permmbangan sebagajmana ey
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf <, per}u
menetapkan Peraturan Gubemur ten‘i:ang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tekms Panti Sasial_
Anak Provinsi Kalimantan Barat; e S
Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; = . e
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Pembentukan Daerah~Daerah “Otonom
Kalimantan Barat, Kalimantan Sela‘tan da:n I{ahmantaﬁ'
Timur (Lembaran ‘Negara - Repubhk Ind@nesm ‘Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan' Lembaran Negara Rejpubhk
Indonesia Nomor 1106); S
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem .
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia -~ .
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembzuan Negara' R
Republik Indonesia Nomor 4456); e 3 '_ SRR
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang R
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Necara Repubhk.', e
Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); - L __; G
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentaﬁg Aparaiur.;"_'__ﬂ R
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia®
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaraﬂ Necara’l’ e
Republik Indonesia Nomor 5494); L T
Undang-Undang Nomor 23 Tahun- 2014 tentangff- e
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Repubhkf"
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran: - -
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagazmanaﬁff{ (R
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengaﬂ';._-'f T
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tema;mg Clpta;;':_-'.-_' e
Kerja (Lembaran Negara Republik Il‘ldOﬁ(%Sla Tahun 20200 :
Nomor 245, Tambahan Lembaran - Neg&i‘a Repuhhk:_,_'_”
Indonesia Nomor 6573); PR
Peraturan Pemerintah Nomor 18 ’f‘ahun 2016 tentang--f S
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ ~ __
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara = -
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagalmana telah o
diubah dengan Peraturan Pemerintah . ‘Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Pez aturan Pemermtah?’_: B
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerabi’ = =00
(Lembaran Negara Republik Indonesia“ Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Le“nbaran Negala Repubhkf
Indonesia Nomor 6402); _ s
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201’?’ ientang"_-- Lo
Manajemen Pegawai Negeri Slpﬂ (Lembaran Negara =~
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan =
Lembaran Negara Republik Indo;aesm Namex 6037).
sebagaimana  telah diubah dengaﬁ Peia‘tumn;. o
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang’ Pembahan'_5_3'-"_'_'_';;'_:'
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 ‘Tahun’ 2017 g
tentang Manajemen Pegawai Negeri 811:311 (Lembaran_' o
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomm RS
6477); S
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentanv:f?fi-i_-
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhi«:: : e
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lem'bara,n_f’ g
Negara Republik Indonesia Nomor 617 8); . '

Peraturan Menteri Daiam Negem Nomc:nr 12 Tahun 201’7 S

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berzta Negara g
Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 451) i

ARG

HUHTTE




11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang .
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah - Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan -
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)' -
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir - 3
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang . _
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 =
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran = . .
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor - -

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantem :
Barat Nomor 5); -

12. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 tentana'.f'-j_'_'
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fu11g31 SR
serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat '

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 116]);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 'SDRTA TATA" |

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTL SOSIAL ANAKL_-

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o vE W

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaia_: SR
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan:: R

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat _

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kahman‘tan Barat

Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan: Barat yangﬂf_-'”:. .
selanjutnya disebut UPT Panti Sosial Anak adalah unit teknis operasmnai'_ ST R
yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan dan R

rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial.
Kepala UPT adalah Kepala UPT Panti Sosial Anak.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesz bagi 3 =

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjaﬂjlan kerja _*yang_-_:'{"
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. S
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14.
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21.
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN vyang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Panti Sosial adalah merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki
tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
mengentaskan penyandang masalah sosial ke arah kehidupan normatif
baik fisik maupun sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial
baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,
kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap
warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani,
dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan
Pancasila.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS
adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang
karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
Pelayanan Sosial adalah segala bentuk kegiatan pertolongan sosial yang
diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para PPKS
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT Panti Sosial Anak agar dapat
mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan sesecrang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan
hidup mengembara di tempat umum,

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-
minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang lain.
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BAB I
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

{1} Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Panti Sosial Anak.

(2) UPT Panti Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit
Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi wﬂayah PI‘OVIHST[ R

UPT Panti Sosial Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan_'_ -

Kalimantan Barat.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 3

di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. R

BAB IV e

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAST
Bagian Kesatu '
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Panti Sosial Anak mempunyai tugas melaksanakan - kegiatan ’Lekms

operasional dan teknis tertentu di bidang pelayanan dan rehabﬂ;ta,sz %GSI&I'._iZI._' i

anak dan tuna sosial sesuai ketentuan peraturan perundanguundangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; UP’I‘ Panu."-: St

Pasal 5

Sosial Anak mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja di lingkungan UPT Panti Sosial Anak

perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, seztaﬂ:':_:

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Panti Sosial Anak

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dall L g

rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial meliputi : rekrmtmen /penerimaan,f x

assesment, identifikasi, planning, intervensi, terminasi, penyalm an/ ru}ukan,'-_

dan bimbingan lanjutan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas dl bldang'ﬂ_;} L

rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan rehabzh‘tasz soszal anak o

dan tuna sosial yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

b c?f' . i
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1} Susunan organisasi UPT Panti Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial; dan
d. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial.

(2) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada '
ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bacqan tidak -
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah
unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknig

operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak d&i’i’_fi‘.ﬁl}a"Sééiéﬂ.-::.-. o

berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan "pemndaﬁg~ .
undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT a
mempunyai fungst :

a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Panti Sosial Anak;

b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang _pelayanan' “dan -
rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial; -

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan 80318.1 anah 3
dan tuna sosial;

d. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pan‘ti 'S'osia'i -
Anak;

e. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Panti’ Soszal -
Anak;

f. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Panti Sésiai.i
Anak; dan

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak T

dan tuna sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RARD FERARGEAT DARRAK ASTETEN 1 SRETA
HUKUM PEMBANARBA
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Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi,
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan
keuangan dan aset di lingkungan UPT Panti Sosial Analk.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Panti Sosial Analk;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di
lingkungan UPT Panti Sosial Anak;

c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Panti Sosial
Anak;

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Panti
Sosial Anak;

e. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang sarana dan prasarana, kantor,
dan kelayan;

f.  pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Panti Sosial Anak;
g pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi ketatausahaan; dan ' CoT

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Képaléi
UPT.

Bagian Kelima.
Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial

Pasal 11

Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam’

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang
pelayanan sosial anak dan tuna sosial sesuai ketentuan peraturan perundang: -
undangan. -

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Selksi n

Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial mempunyai fungsi : S
a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan sosial anak dan- »

funa sosial;

¢. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan sosial anak .
dan tuna sosial yang meliputi : rekuitmen /penerimaan, assesment,
identifikasi, planning, pendidikan/sekolah anak, tferminasi,. bimbingan
lanjut, dan pemberian sandang dan pangan; -

KA
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d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial anak dan tuna sosial;

e. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna
Sosial; :

f.  pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tums s

dan fungsi di bidang pelayanan sosial anak dan tuna sosial; .

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosmi anak S

yvang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial -

Pasal 13

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial sebagaimana- dlmaksud ciaiam o

Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegzatan di bldang'__

rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial sesuai ketentuan pexamranl-- e

perundang-undangan,

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi- R
Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Somai Anak dan ’I‘una Soszal
b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang rehabilitasi sosm‘i anak dan S

tuna sosial;

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang rehabﬂltaa sosuai anak : '_ :' e
dan tuna sosial, meliputi : bimbingan sosial, bimbingan fisik, blmbuwan’:-___ Ll
mental, bimbingan pendidikan, bimbingan keterampilan; dan b1mbmgan

rohani,

d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Soszal Anak dan Tunafs- Fi

Sosial;

e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan peiaksanaan tugas"-_ S

dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial anak dan tuna 503131 ‘dan”

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi sosial anak dan tuna sos1al s

yvang diserahkan oleh Kepala UPT,

Bagian Ketujuh .
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah . dan bertanggung .
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, _Peja‘ba'i.}_ o

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaztan dengan s

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 3@113&11g1’1y& sesuz:u : ;

ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEEINTEN I SEEDA
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian
dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesual ketentuan peraturan pemndang« :
undangan. :

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Panti Sosial - Anak
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan: peramran =

perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan "ba'gi” '
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Panti Sosial Anak dlsusun sesua1 :_' o

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

(1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membma mengawasz,- L '_ |
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja- kepada_-'_"_' o

bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi -dml_Péjabé;t :

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 'integrém dan'- =

sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Panti Sosial Anak- maupun antar o
Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. |

(3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsz pengawasan cﬁ._-__' 5 L
lingkungan UPT Panti Sosial Anak dan mengambil Iangkah-langkah yamg T
diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai k&tenman peraturan SR

perundang-undangan,

PRIANGERAT DABRAM ASTETEN § SEEDA
IRAKAREA P
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Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

{1} Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara

periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dmas

maupun kepada perangkat daerah terkait.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada - Kepala Dinéé
secara tepat wakiu yang disusun sesuai ketentuan peraturan. perunciang« -
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

(3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Panti Sosial Anak wajib mematuhi.f'.' o

kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan - laporan
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-wakty kepada
atasan masing-masing sesuai keterituan peraturan perundang-undangai.

(4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam -
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentrahsam cilbebankan--_g ':._  oo

pada Anggaran Pendapatan dain Belanja Daerah.

{2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas o
lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang . baik dalam |
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan keiembagaaﬂ dan

analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan’ akuntabiht;a_s’
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berta:nggun Jjawab-di
bidang organisasi. LT

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang ﬁ
melaksanakan tugas pada UPT Panti Sosial Anak tetap’ melaksanakan

tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat: Pembma
Kepegawaian.

HARG PRRANGEAT DABRAH AmTETE 1 F—
HORUM PEMBAKARIA !5,
o #

L
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor

68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, -
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan

Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 68),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -Peratur’éﬁ_' :
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi o
Kalimantan Barat. _ S

Ditetapkan di Pontianak L
pada tanggal ® NN el

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT;; o

Diundangkan di Pontianak
T & § 5 B
pada tanggal #. ¥ 2ot

Bj. £ EKRETARIS DAERAH
DVINSI KALIMANTAN BARAT,

MUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14§




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI o
PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN
TUNA SOSIAL TUNA'SOSIAL

WGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




